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Abstract

This research aims to determine the suitability of the Social Forestry Program with the
Implementation of Social Forestry Activities in HKm Ake Guraci, Marikurubu District,
to determine the Inhibiting Factors of the Social Forestry Program in HKm Ake
Guraci, Marikurubu District. The research was conducted at HKm Ake Guraci,
Marikurubu Village. The research time is approximately 2 months in October-
November 2023. This research uses qualitative descriptive methods. Data sources,
primary data and secondary data. Data collection techniques include observation,
interviews, documentation and literature study. Conclusion: The inhibiting factors for
the Social Forestry Program at HKm Ake Guraci are: Lack of budget to finance
programmed activities so that the planned program cannot run as it should and lack of
availability of raw materials which results in delays in product production activities at
HKm Ake Guraci. KUPS. Suggestion: Both central and regional governments can
allocate budgets so that planned activities can be implemented well. To KPH Ternate
Tidore to further increase cooperation with other agencies so that the planned
program can be realized. To KPH Ternate Tidore to make an annual work plan so that
the planned program can be structured every year. For students, as a reference for
further research.
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I. PENDAHULUAN

sosial adalah menempatkan masyarakat sebagai

Negara Indonesia merupakan tokoh utama
yang mempunyai hak mengelola hutan. Negara
mengharapkan keterlibatan dengan peran aktif
seluruh kalangan masyarakat untuk bersama-sama
mengelola hutan. Aturan perundang-undangan
terkait perhutanan sosial yang mengatur kebijakan
pengelolaan hutan dalam melibatkan masyarakat.
Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan
hutan lestari yang dilaksanakan pada kawasan
hutan milik negara atau hutan hak/hutan adat
dengan masyarakat lokal atau masyarakat hukum
adat sebagai aktor utama. Program perhutanan
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pemegang peran sentral dalam pengelolaan hutan.
penempatan masyarakat sebagai titik sentral
dalam pengelolaan hutan bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat yang bermukim di
dalam maupun di sekitar hutan. (Henri Supriyanto
2021).

Perhutanan sosial memberikan hak bagi
masyarakat guna ikut serta secara sah dalam
pengelolaan hutan. Masyarakat memiliki hak
terhadap lahan hutan, namun akses keterampilan
mereka untuk mendapatkan manfaat dari hasil
hutan tergantung pada pihak yang mempunyai
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otoritas dan kemampuan untuk mengelola hak
milik tersebut. Program perhutanan sosial
dilaksanakan secara nasional dengan tujuan
mengurangi perselisihan antar-masyarakat dan
negara di kawasan (Henri
Supriyanto 2021).

Dalam hal ini dinamika kebijakan
pembangunan kehutanan sangat berkembang,
salah satunya kebijakan yang dibuat untuk upaya
pengelolaan hutan ditingkat tapak dengan
membangun unit pengelolaan hutan yang berupa
kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan setiap
fungsi kawasan hutan, yang sebagaimana diatur
dalam peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2021
tentang penyelenggaraan kehutanan menjelaskan
bahwa kesatuan pengelolaan hutan (KPH)
merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai
fungsi pokok yang dikelola secara efisien, efektif
dan lestari. KPH adalah sistem pengelolaan hutan,
dapat terjamin wujudnya kelestarian fungsi dan
manfaat hutan dari aspek ekonomi, ekologi dan
sosial, yang berhubungah dengan hutan dan
masyarakat. (Doni Satria, 2023).

Peraturan mentri lingkungan hidup dan
kehutanan No. 9 tahun 2021 tentang perhutanan
sosial memberikan hak akses kelola kawasan
hutan kepada masyarakat selama 35 tahun, saat ini
KPH-Ternate Tidore telah memfaslitasi
masyarakat untuk mendapatkan izin perhutanan
sosial sebanyak 14 izin dan telah dibentuk 60
kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang
menglolah hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan
jasa lingkungan (Ekowisata).

Salah satu program perhutanan sosial HKm
Ake Guraci berlokasi di Kelurahan Marikurubu
Kota Ternate, yang memiliki 6 kelompok usaha
perhutanan sosial (KUPS), yaitu dengan
pemanfaatan dan pengelolaannya, diantaranya ada
beberapa yang belum optimal salah satu
permasalahannya adalah bahan baku, sehingga
belum optimal menunjukkan dampak yang
signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan.

Oleh karena itu menjadi pertimbangan bagi
peneliti untuk melakukan penelitian yang
berjudul Evaluasi Kegiatan Program Perhutanan
Sosial di HKm Ake Guraci Kelurahan Marikurubu
Kota Ternate. Dengan tujuan Untuk mengetahui
kesesuaian program perhutanan sosial dengan
pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial di HKm
Ake Guraci Kelurahan Marikurubu dan
mengetahui  faktor  penghambat  program

hutan negara.
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perhutanan sosial di HKm Ake Guraci Kelurahan
Marikurubu.

II. METODE PENELITIAN
2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di HKm Ake Guraci
Kelurahan Marikurubu. Waktu penelitian yang
dilaksanakan kurang lebih 2 bulan pada bulan
Oktober-November tahun 2023, dengan waktu 2
bulan.

2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2022)
metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan
penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai
instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan
data-data yang ditemukan di lapangan mengenai
tema penelitian ini. Metode deskriptif adalah
suatu  metode yang  digunakan  untuk
menggambarkan atau menganalisis suatu hasil
penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat
kesimpulan yang lebih luas.

2.3. Sumber Data

Sumber data penelitian meliputi dua
sumber, yaitu sumber data primer dan sumber
data sekunder.

a. Data primer adalah data dari hasli yang
dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk
menjawab masalah penelitiannya secara
khusus. Data Primer didapat dari sumber
informan yaitu individu atau perseorangan
seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh
peneliti.

b. Data Sekunder adalah Sumber data penelitian
yang diperoleh peneliti secara tidak langsung
melalui media perantara. Hal tersebut berarti
bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua,
karna tidak didapatkan secara langsung. Data
sekunder merupakan Sumber data yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul
data, misalnya melalui orang lain atau lewat
dokumen. Sumber data sekunder merupakan
sumber data pelengkap yang berfungsi
melengkapi data yang diperlukan data primer.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi atau pengamatan merupakan suatu
tektnik atau cara mengumpulkan data dengan
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melakukan pengamatan langsung pada suatu
kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi
diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara
akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan
mempertimbangkan hubungan antar aspek
dalam fenomena tersebut.

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data
dengan interview pada satu atau beberapa
orang yang bersangkutan. Wawancara ini dapat
dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh
melalui observasi.

c¢. Dokumentasi di sini adalah metode yang
digunakan untuk mendapatkan data tambahan
atau data pendukung melalui dokumen-
dokumen yang ada kaitanya dengan penelitian.
Dokumentasi sendiri adalah teknik yang
digunakan untuk mendapatkan data dengan
cara mempelajari, mencatat arsip atau data yang
ada kaitannya dengan masalah yang akan

diteliti sebagai bahan menganalisis
permasalahan.
d. Studi Pustaka yaitu pengumpulan dan

pengkajian beberapa informasi yang diperoleh
dari Laporan Instansi, literraturyang relevan
dengan masalah penelitian, serta melakukan
browsing melalui media internet terkait topic
Penelitian.

2.5 Penentuan Informan

Sumber informan dalam penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik
purposive sampling ini adalah teknik mengambil
informan atau narasumber dengan tujuan tertentu
sesuai dengan tema penelitian karena orang
tersebut dianggap memiliki informasi yang
diperlukan bagi penelitian.

a. Kepala KPH Ternate Tidore

b. Pendamping Perhutanan Sosial (PS)

c¢. Ketua Kelompok.

2.4. Teknik Analisis Data

Sugiyono, (2022) analisis data merupakan
proses menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil
dokumentasi, dan bahan-bahan lain yang relevan
sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada khalayak umum.

wawancara, observasi,

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Profil HKm Ake Guraci

Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm)
diawali dari pemberian izin usaha pemanfaatan
Hutan Kemasyarakat IUPHKm Ake Guraci pada

Vol. 17. Ro. 1 (Gfei 2024)

Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate

Tengah. HKm dimaksudkan untuk pengembangan

kapasitas hutan secara lestari guna menciptakan

lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan
serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. Pada

HKm sudah dilakukan analisis potensi berupa

potensi HHBK dan HHK. HHBK berupa cengkeh,

pala, bambu, rotan, jagung, rica dan enau (pohon
gula aren) sedangkan HHK berupa pohon gufasa,
pohon durian, lantoro, sengon yang berada pada
kawasan HKm.

Dalam hal ini Keputusan Mentri Kehutanan

RI No: SK 426/Menhut-11/2013 tentang Penetapan

Areal kerja HKm seluas 290 (dua sembilan puluh)

pada Kawasan Hutan Lindung di Kota Ternate

Provinsi Maluku Utara yang termaksud dalam

penetapan areal kerja 290 antara lain:

1. IJUPHKm Ake Guraci Kel Marukurubu Kec.
Ternate Tengah Kota Ternate dengan Luas 100
hektar.

2. TUPHKm Tunas Muda Kel. Tubo Kec. Ternate
Tengah Kota Ternate dengan Luas 100 hektar.

3. IUPHKm Ruba Hongi Kel. Maliaro Kec.
Ternate Tengah Kota Ternate dengan Luas 90
hektar.

Keputusan = Wali Kota  Ternate No
SK.140/11.11/KT/2014 dalam pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan HKm di Kawasan Hutan Lindung
Gamalama seluas 100 Hektar kepada Kelompok
penglolola Hutan HKm Ake Guraci Kelurahan
Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
HKm Ake Guraci memiliki Enam Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial yaitu:

1. KUPS Gosora yang di ketuai oleh bapak Fadlan
Hamadal dalam jenis usahanya penglolahan
daging buah pala menjadi permen pala, selai
pala, kerupuk pala dan Paltar (kue kering
berbentuk buah pala dengan isian selai pala)

2. KUPS Ofu Lestari di ketuai oleh bapak
Hamadal Minggu jenis usahanya budidaya
lebah madu trigona.

3. Robusta Kopi di ketuai oleh bapak Jusman
Rasid jenis usaha pengolahan kopi.

4. Serba Bisa ketuanya bapak Nyong Arsala, jenis
usaha pembibitan.

5. Keho Hiji ketuanya Djamroni Hamadal, jenis
usaha budi daya jamur.

6. Hauge, ketuanya Aidar Abu, jenis wusaha
perontok cengkeh.

3.2. Rencana Kerja Perhutanan Sosial di HKm Ake
Guraci
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa HKm Ake Guraci memiliki Rencana
Kegiatan Penglola Perhutanan Sosial (RKPS)
dalam Persetujuan Penglolaan Hutan
Kemasyarakatan Periode 1 sampai 10 Tahun (2021-
2031) yang pemegang Persetujuan Penglolaan
HKm No SK 426/Menhut-I1/2013.

a. Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan
Hutan.

b. Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan

Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Rencana Penguatan Kelembagaan.

Pengembangan Usaha dan Kemitraan.

Rencana Kearifan Lokal

@ = ® a0

3.3. Faktor Penghambat

Dalam penelitian Sri David Kristianda
(2020) diketahui bahwa faktor penghambta, suatu
hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu

keadaan yang menghambat dalam
mengaplikasikannya pada saat proses
berlangsung, kamus besar Bahasa Indonesia

(1990), penghambat adalah hal yang menjadi
pemyebab atau karena hanya tujuan atau
keinginan tidak dapat diwujutkan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa yang menjadi faktor penghambat pada
setiap kegiatan berupa biaya, dan bahan baku.

a. Faktor biaya/anggaran, dalam melaksanakan
program kegiatan di HKm Ake Guraci, Faktor
Biaya/anggaran menjadi salah satu kendala
yang dihadapi, dikarenakan pada setiap
kegiatan yang dilakukan butuh biaya agara
kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan
kegiatan yang direncanakan.

b. Bahan baku salah satu faktor yang sangat
penting. Bila kekurangan bahan dasar yang

REFERENSI
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tersedia dapat berakibat terhentinya kegiatan.
Oleh karena itu perlu diadakan perencanaan
dan pengaturan terhadap bahan dasar ini baik
mengenai kuantitas dan kualitasnya.

VI. PENUTUP
Berdasarkan hasil temuan data yang telah
disajikan dan dianalisis sebelumnya, dapat

disimpulkan bahwa ada juga beberapa program
yang telah direncanakan tetapi kegiatannya belum
terelisasi.

Faktor penghambat Program Perhutanan Sosial di
HKm Ake Guraci yaitu minimnya anggaran dalam
membiayai kegiatan yang telah diprogramkan
sehingga program yang telah direncanakan tidak
dapat Dberjalan dan

sebagaimana mestinya

kurangnya ketersedian bahan baku sehingga

berakibat dalam terhambatnya kegiatan produksi

produk di KUPS. Saran yang dapat penulsi
sampaikan adalah :

a. Kepada Pemerinta baik Pusat maupun Daerah
dapat mengalokasikan anggaran untuk
kegiatan yang telah direncanakan dapat di
jalankan dengan baik.

b. Kepada KPH Ternate Tidore

meningkatkan

lebih

instansi-

agar

kolaborasi dalam
instansi lain agar dapat terlialisasi program-
program yang telah direncanakan.

c. Kepada KPH Ternate Tidore untuk dapat
membuat rencana kerja tahunan agar program
yang direncanakan dapa tersktruktur setiap
tahun.
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